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(Studi Kasus di Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung) 

 

 
Oleh 

 
 

NADYA FINA HANDIRA 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program, faktor-faktor 

penghambat dan solusi dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor 

berbasis digital di Provinsi Lampung. Sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi pelayanan di era berbasis digital saat ini juga dalam bentuk perwujudan 

good governance, pemerintah mengeluarkan program Electronic Samsat (E- 

Samsat) kepada wajib pajak dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor. Tipe penelitian adalah deskriptif engan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas E-Samsat dalam pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Rajabasa Kota Bandar 

Lampung dikategorikan Cukup Efektif karena sebagian indikator belum 

terlaksana secara maksimal. Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat lebih 

memilih melakukan pembayaran pajak kendaraan motor secara konvensional 

dibandingkan melalui pelayanan E-samsat karena aplikasi yang masih sering error 

dan hanya tersedia bagi pengguna Android dan belum tersedia di IOS. Untuk itu 

dapat dilakukan upaya penanganan hal tersebut dengan edukasi intensif, 

peningkatan lierasi digital dan kolaborasi dengan pihak swasta guna 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat teknologi digital serta 

meningkatkan pengembangan fitur-fitur pada aplikasi E-Samsat. 

 

Kata Kunci: Efektifitas Program, Pelayanan Digital, Good Governance, E- 

Samsat 



ABSTRACT 
 

 

EFFECTIVENES OF DIGITAL BASED MOTOR VEHICLE TAX 

PAYMENT SERVICES THROUGH THE E-SAMSAT APPLICATION 

(Case Study at Rajabasa Samsat Office in Bandar Lampung) 

 

 

By 

 
 

NADYA FINA HANDIRA 

 
 

This study aims to determine the effectiveness of services, inhibiting factors and 

solutions in the digital-based motor vehicle tax payment system in Lampung 

Province. In an effort to improve the effectiveness and efficiency of services in 

the current digital-based era as well as in the form of manifestation of good 

governance, the government issued the Electronic Samsat (E-Samsat) program to 

taxpayers in terms of registration and identification of motor vehicles. The type of 

research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques 

with observation, interviews and documentation. The results of this study indicate 

that the effectiveness of E-Samsat in motor vehicle tax payment services at the 

Rajabasa Samsat Office in Bandar Lampung City is categorized as Moderately 

Effective because some indicators have not been implemented optimally. This is 

because some people prefer to pay motor vehicle taxes conventionally rather than 

through E-samsat services because the application is still often error-prone and is 

only available for Android users and not yet available on IOS. For this reason, 

efforts can be made to handle this by intensive education, increasing digital 

lieration and collaboration with the private sector to increase public understanding 

of the benefits of digital technology and increasing the development of features in 

the E-Samsat application. 

 

Keywords: Program Effectiveness, Digital Services, Good Governance, E- 

Samsat 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Arti penting penyediaan layanan publik merupakan layanan yang berkualitas serta 

perbaikan mutu pelayanan merupakan suatu upaya untuk memacu potensi sosial 

ekonomi masyarakat, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah yang semakin berkurang. Pelayanan publik merupakan isu yang 

sangat strategis karena menjadi arena interaksi antara pemerintah dan warganya, 

dimana warga rela membayar pajak dan memberikan mandat kepada pemerintah 

untuk menggunakan pajak tersebut guna melayani kebutuhannya dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadikan pemberian 

pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting 

untuk dilaksanakan. 

 

Langkah awal yang harus dijalankan pemerintah agar pelayanan publik lebih 

optimal adalah mulai melaksanakan pembenahan struktur organisasi pelayanan 

yang lebih desentralisasi, inovatif, fleksibel, dan responsif, serta membenahi 

sistem dan prosedur yang lebih efektif dan efisien. Di era digital saat ini mampu 

menciptakan berbagai teknologi digital yang memberikan manfaat paling penting 

yaitu menghubungkan antara warga negara dengan pemerintah dalam cara baru 

yang efisien dan efektif. 

 

Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan pegawai yang lamban, 

prosedur yang berbelit, dan tidak ada upaya yang dapat diatasi melalui penerapan 

digital atau yang lebih dikenal dengan e-government. Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung sebagai instansi pemerintah telah mengambil langkah untuk 

menerapkan digitalisasi atau e-government dalam pelayanan pajak kendaraan 

bermotor dan pengesahan STNK dalam rangka meningkatkan mutu pelayana 

publik kepada masyarakat. 
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Terobosan E-Samsat Lampung merupakan salah satu inovasi dalam mendukung e- 

government yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat 

menekan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh keterbatasan 

waktu serta tenaga ataupun ketidakefektifan pelayanan pada pembayaran konvensional 

serta upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atas kerja sama yang 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Polda Lampung dan Jasa Raharja 

Cabang Lampung serta Bank Lampung berupa layanan jaringan elektronik yang 

diselenggarakan Tim Pembina Samsat Lampung berdasarkan peraturan perundang- 

undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara 

online Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, dan PNBP Pengesahan STNK yang 

dapat dilakukan melalui aplikasi layanan mobile. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan penerimaan yang 

bersumber dari pajak, pemerintah bisa menyelenggarakan program-program 

pembangunan nasional untuk pemenuhan kebutuhan rakyat seperti pembiayaan 

pengadaan fasilitas publik untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah 

sakit, halte bus dan infrastruktur lainnya. 

 

Bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berupa pengesahan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di kantor 

SAMSAT yang ada di Provinsi lampung, dan telah ditandatangani nota 

kesepakatan antara pemerintah provinsi Lampung dengan kepolisian daerah 

Lampung Nomor: 973/0265/III.20/01/2015 Nomor: B/19/XII/2015 tentang 

peningkatan kualitas dan penerapan sistem prosedur pelayanan samsat provinsi 

Lampung. Pelayanan Samsat dan transaksi elektronik program e-samsat bertujuan 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik 

di Provinsi Lampung. Program e-samsat didasarkan pada keputusan bersama 
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Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung 

dan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang Registrasi 

Pengesahan Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Melalui Transaksi 

Elektronik Se-Provinsi Lampung. 

 

Tabel 1 Laporan Penerimaan Per Tahun Unit Penerimaan E-Samsat Provinsi 

Lampung 
 

Tahun 
 Unit 

Unit Pokok PKB 

2020 126 325.158.470 

2021 239 327.811.337 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Up Pengelolaan Pendapatan 

E-Samsat (2021) 
 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Namun peningkatan ini tidak berasal dari implementasi E-Samsat 

ini dapat dilihat dari kecilnya kontribusi E-Samsat yaitu hanya sejumlah 126 unit 

pada tahun 2020 dan 239 Unit pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena 

dalam pelaksanaan nya terdapat permasalahan yang terjadi diantaranya dalam 

bentuk implementasi dan sistem efektivitas program. Efektif atau tidaknya suatu 

program sangat tergantung dari tercapai atau tidaknya sasaran-sasaran program 

yang telah dirumuskan. 

Sehingga masyarakat masih tetap menggunakan cara konvensional dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat. Selain itu rendahnya 

penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat di Provinsi Lampung 

juga disebabkan karena aturan yang mengharuskan wajib pajak yang telah 

melakukan pembayaran tetap datang membawa bukti pembayaran tersebut ke 

Kantor Samsat terdekat untuk cetak SKPD baru, sehingga banyak Wajib Pajak 

memilih cara konvensional daripada menggunakan aplikasi E-Samsat Lampung 

(Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2021). 

Di Provinsi Lampung terdapat beberapa aplikasi layanan pajak diantaranya ada 

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal), Elektronik Samsat Lampung (E- 
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Salam) dan Elektronik Samsat Desa (E-Samdes) adalah program yang serupa 

namun tak sama. Signal merupakan program nasional yang digagas oleh 

Korlantas Polri. Sedangkan E-Samdes dan E-Salam merupakan program yang 

diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung. Kepala Bapenda 

Lampung Adi Erlansyah menyebutkan aplikasi Signal merupakan penyempurnaan 

aplikasi samsat online (Samolnas). Signal merupakan aplikasi pelayanan STNK 

tahunan yang bisa diakses di 28 provinsi. Tetapi meskipun ada kemudahan 

pembayaran yang di tawarkan melalui signal, ada biaya yang harus ditanggung 

pembayar pajak kendaraan bermotor berupa biaya administrasi setiap transaksi di 

bank yang di pilih. Hal ini berbeda dengan E-Samdes yang benar-benar gratis dan 

tidak ada biaya transaksi. Hal ini dikarenakan E-Samdes bekerja sama dengan 

BUMDes yang terkoneksi dengan Bank Lampung. Tidak jauh berbeda dengan E- 

Salam yaitu aplikasi pelayanan STNK tahunan yang bisa di akses oleh masyarakat 

Lampung dan dapat melakukan pembayaran melalui Bank Lampung. 

Perwujudan good governance pelaksana pelayanan publik dituntut untuk dapat 

memberikan pelayanan yang prima. Penyelenggara harus mampu merespons 

terhadap penyediaan pelayanan publik yang kurang optimal. Peraturan Daerah 

jelas mengatur cara pembayaran pajak kendaraan melalui E-Samsat. Namun dalam 

pelaksanaannya memiliki hambatan sehingga dalam mencapai tujuan menjadi 

tidak optimal. Tujuan penulis yaitu untuk mengetahui efektivitas pelayanan sistem 

pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital di Provinsi Lampung, 

untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pencapaian efektivitas 

pelayanan, dan untuk mengetahui solusi terhadap masalah kebijakan sistem 

pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital di Provinsi Lampung. 

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada 

implementasi kebijakan publik dengan judul: Efektivitas Pelayanan Pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Samsat 

(StudiKasus di Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung) 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Bagaimanakah efektivitas pelayanan dari program pelayanan pembayaran 
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pajak kendaraan bermotor berbasis digital melalui aplikasi e-samsat di 

kantor samsat rajabasa Bandar Lampung? 

2. Apa faktor penghambat serta pendukung dalam program pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital melalui aplikasi e- 

samsat di kantor samsat rajabasa Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian ini ialah: 

1. Untuk memperoleh deskripsi mendalam tentang efektivitas dari program 

pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan pemghambat dalam program 

pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi E- 

Samsat di kantor samsat rajabasa Bandar Lampung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat 

berguna sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian 

keilmuan dan pengetahuan dalam studi mata kuliah e-government 

khususnya yang berkaitan dengan koordinasi Dispenda dan Kepolisian 

Daerah dalam rangka peningkatan layanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor berbasis digital. 

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi referensi dalam kaitannya 

efektivitas terhadap pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

berbasis digital melalui aplikasi E-Samsat di Kantor Samsat Rajabasa 

Bandarlampung. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menginspirasi penelitian ini adalah. 

Tabel 2 Penelitian Terdahulu 
 

Nama Peneliti 

(Tahun) 
Judul Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Abdul Rahman 

Harahap (2016) 

Efektivitas 

Pemanfaatan 

Mobil Pusat 

Layanan Internet 

Kecamatan  di 

Kabupaten 

Langkat, 

Sumatera Utara 

Pemanfaatan layanan M-PLK di 

Kabupaten Langkat cukup efektif 

disebabkan adanya koordinasi 

yang baik antara Bagian 

Pengolahan Data Elektronik dan 

sandi telekomunikasi (PDE dan 

Santel) Setdakab. Langkat 

sebagai pengelola, Operator/supir 

dan perangkat pemerintahan di 

kecamatan (Camat, KUPT 

Pendidikan kecamatan dan pihak 

sekolah) dengan PT. Web dan 
Lintas Arta sebagai Vendor 
MPLIK di Kabupaten Langkat 

Perbedaan 

terdapat  pada 

lokasi dan objek 

penelitian  serta 

penelitian   ini 

bersifat 

deskriptif 

analitis dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Gizela Merliani 

Hendra Ristanti 

(2017) 

Efektivitas 

Penggua naan E- 

Samsat sebagai 

Media Pelayanan 

Informasi 

Masyarakat 

Surabaya 

Penggunaan E-Samsat sebagai 

media pelayanan informasi 

dirasakan efektif bagi masyarakat 

dalam prosedur pelayanan, biaya 

pelayanan, sarana dan prasarana 

serta kompetensi petugas pemberi 

pelayanan, sedangkan untuk 

waktu penyelesaian dan produk 
pelayanan dirasakan cukup 
efektif. 

Perbedaan 

terdapat pada 

lokasi penelitian 

dan penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif 
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Rere Karlina 

Wigati (2016) 

Implementasi 

Pembayaran Pajak 

Kendaraan 

Bermotor melalui 

E-Samsat di DKI 

Jakarta ditinjau 

dari  asas 

kemudahan 

administr asi 

Hasil dari penelitian ini dari asas 

certainty, pembayaran PKB 

melalui E-Samsat dapat 

dikatakan belum memenuhi 

kepastian dikarenakan belum ada 

peraturan secara rinci yang 

khusus mengatur mengenai 

pembayaran PKB melalui E- 

Samsat, dari asas convenience of 

payment, pembayaran PKB 

melalui E-Samsat dapat 

dikatakan memenuhi asas ini dari 

sisi kenyamanan membayar, dari 

asas efficiency, pembayaran PKB 

melalui E Samsat dapat 

dikatakan terpenuhi baik dari sisi 

petugas pajak maupun Wajib 

Pajak, dari asas simpicity, 

pembayaran PKB melalui E- 

Samsat belum begitu mudah 

karena masih terdapat banyak 

kendala yang terjadi dilapangan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode deskriftif 

post-positivis 

dengan 

wawancara 

mendalam 

Sumber: data diolah (2021) 

 

2.2 Tinjauan Tentang Efektivitas Pelayanan Publik 

Terdapat berbagai pandangan mengenai definisi dari efektivitas pelayanan publik. 

Salah satunya yang dikemukakan oleh Emerson yang dikutip oleh Soewarno(1996 

:16) menjelaskan bahwa “efektivitas pelayan publik merupakan pengukuran dalam 

arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditemukan sebelumnya”. 

 

Sedangkan menurut Siagian (1997:151), menjelaskan bahwa “efektivitas 

pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah 

ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat 

tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan”. 

 

Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun sebuh program. Menurut 

Effendy (2010:14) mengungkapkan bahwa efektivitas sebagai salah satu 

komunikasi yang dalam mencapai tujuan sudah direncanakan sesuai dengan biaya 

yang telah dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang telah 

dietentukan. Berdasarkan pengertian diatas menjunjukkan bahwa indikator 
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efektivitas merupakan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya dan merupakan sebuah pengukuran dengan tercapainya target yang 

telah direncanakan. 

Cara pengukuran efektivitas menurut Campbell dalam Strawaji (2009) memiliki 

beberapa cara dalam pengukuran efektivitas yang sering digunakan yaitu: 

a. Keberhasilan program. Pengukuran efektivitas melalui suatu lembaga yang 

mengutamakan adanya keberhasilan organisasi dalam memperoleh sumber 

daya, baik fisik maupun non-fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Keberhasilan program dapat dilihat dari perencanaan, anggaran, dan evaluasi 

yang dilakukan sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan. Secara 

lengkap Campbell dalam Strawaji (2009), melihat bahwa pengukuran 

keberhasilan program atau evaluasi program harus mencakup empat kategori 

yang dikenal sebagai "Validitas Internal", "Validitas Eksternal", "Reliabilitas", 

dan "Fungsionalitas". 

1. Validitas Internal: Mencakup penilaian terhadap apakah program 

tersebut memang benar-benar menyebabkan efek yang diinginkan, 

tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau variabel lain yang 

tidak terkontrol. Validitas internal dapat diukur dengan melakukan uji 

coba eksperimental yang baik dan pengendalian yang ketat terhadap 

variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil. 

2. Validitas Eksternal: Mencakup penilaian terhadap apakah hasil program 

dapat diterapkan secara luas atau generalisasi ke situasi yang berbeda. 

Validitas eksternal dapat diukur dengan melihat apakah program 

memberikan hasil yang konsisten pada kelompok yang berbeda atau 

dalam situasi yang berbeda. 

3. Reliabilitas: Mencakup penilaian terhadap tingkat akurasi atau 

keandalan dari pengukuran program. Reliabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan tes ulang, observasi ulang atau metode pengukuran 

lainnya yang dapat memberikan hasil yang konsisten. 

4. Fungsionalitas: Mencakup penilaian terhadap apakah program tersebut 

efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsionalitas dapat 

diukur dengan melihat sejauh mana program mencapai tujuan awal dan 
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memberikan manfaat yang diharapkan. 

b. Keberhasilan sasaran. Merupakan pengukuran efektivitas ditinjau dari sudut 

pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus 

mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme 

mempertahankan sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus 

berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Artinya efektivitas dapat 

diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakandari 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 

Campbell, keberhasilan sasaran dapat diukur melalui prinsip-prinsip berikut: 

1. Efek tindakan (Action effect): Keberhasilan sasaran dapat diukur 

dengan melihat dampak atau efek nyata yang dihasilkan oleh tindakan 

atau program yang dilaksanakan. Misalnya, jika suatu program 

bertujuan meningkatkan tingkat literasi di suatu daerah, maka ukuran 

keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan persentase penduduk 

yang memiliki kemampuan literasi setelah program tersebut 

diimplementasikan. 

2. Keakuratan (Accuracy): Pengukuran keberhasilan sasaran juga perlu 

memperhatikan keakuratan atau ketepatan pengukuran tersebut. Hal ini 

berarti pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan instrumen 

atau metode yang valid dan reliabel, sehingga dapat memberikan 

gambaran yang akurat mengenai pencapaian sasaran. 

3. Praktis (Practicality): Pengukuran keberhasilan sasaran juga perlu 

memperhatikan faktor praktisitas, yaitu apakah pengukuran tersebut 

dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Jika pengukuran terlalu 

rumit atau membutuhkan sumber daya yang besar, maka pengukuran 

tersebut mungkin tidak praktis untuk dilakukan secara berkelanjutan. 

c. Kepuasan. Kepuasan terhadap program lembaga pelayanan yang seseuai 

dengan harapan dari layanan yang berbanding dengan kenyataan yang diterima. 

Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas programyang diterima. 

Semakin berkualitas program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan 

oleh penerima semakin tinggi, maka dapat menimbulkan penilaian yang baik 

terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut. Mengukur 
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kepuasan penerima layanan atau peserta program terhadap pelayanan yang 

diberikan. Hal ini dapat mencakup pengukuran tingkat kepuasan, persepsi 

kualitas pelayanan, dan harapan terpenuhi. 

d. Input dan output. Tingkat input dan output merupakan salah satu sumber daya 

manusia dan teknologi yang digunakan pada suatu kegiatan untuk 

menghasilkan output pada sebuah program yang berjalan. Pada efektivitas 

tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) 

dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat 

dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar daripada output maka 

dapat dikatakan tidak efisien. 

e. Pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan sebuah program 

menyeluruh yang telah dijalankan oleh sebuah organisasi atau lembaga. Bisa 

dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai 

tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan banyak kriteria dan 

menghasilkan penilaian umum efektivitas program. 

Duncan dalam Steers (2012:53) mengungkapkan bahwa ukuran efektivitas dalam 

pengukuran efektivitas program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah terdiri 

dari 3 aspek yang digunakan yaitu antara lain: 

a. Pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan merupakan keselutuhan upaya 

pencapaian yang harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam pencapaian 

tujuan diperlukakn pentahapan baik dalam tahap pencapaian tujuan bagian- 

bagiannya maupuan pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan 

terdari dari indikator kurun waktu pencapaian yang telah ditentukan, 

pencapaian sasaran sebagai taget kongkrit dan dasar hukum. 

b. Integrasi. Berupa pengukuran terhadap tingkat pencapaian tingkat kemampuan 

suatu lembaga untuk melakukan kegiatan dari program yang telah disepakati 

dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari indikator 

prosedur dan proses sosialisasi. 

c. Adaptasi. Kemampuan suatu lembaga dan proses sosialisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan indikator dalam adaptasi 

untuk meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana. 
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Menurut Makmur dalam Sawir (2020:127) dalam Efektivitas pelayanan publik 

dapat diukur dangan berbagai unsur diantaranya. 

a. Ketepatan penentuan waktu. Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah 

sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yangdilakukan. 

Penggunaaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya janganlah kita menyia-nyiakan waktu karena 

apabila kita tidak menggunakan dengan tepat berarti kita akan mengalami 

kerugian karena waktu yang berlalu itu tidak akan kembali dan pergi 

selamanya. 

b. Ketetapan perhitungan biaya. Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang 

melekat pada individu, kegiatan yang melekat pada organisasi maupun 

kegiatan yang melekat pada Negara yang bersangkutan. Ketetapan dalam 

pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak 

mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula 

sebalikanya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut 

dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang 

terlihat pada kegiatan tersebut. Ketetapan dalam menetapkan suatu satuan 

biaya merupakan bagian dari pada efektivitas. 

c. Kejelasan dan kepastian (transparan) mengandung akan arti adanya kejelasan 

dan kepastian mengenai: 

1) Prosedur / tata cara pelayanan. 

2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan administratif. 

3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan. 

4) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran. 5). Jadwal waktu 

penyelesaian pelayanan. 

 
Efektifitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan 

program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk 

menentukan efektivitas program. Menurut Budiani dalam bukunya efektivitas 

program menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan 
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menggunakan variable-variabel berikut ini: 

1. Ketepatan sasaran program, ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana 

peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

2. Sosialisasi, program sosialisasi yaitu kemampuan pelaksana program 

dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai 

pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada 

umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya. 

3. Tujuan program, tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara 

hasil pelaksaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

4. Pemantauan program, pemantauan program merupakan kegiatan yang 

dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian 

kepada peserta program (Budiani,2007:20) 

 
2.3 Digitalisasi 

Menurut Indrajit dalam Intansari (2017:15), untuk menerapkan konsep-konsep 

digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan 

diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: 

1. Support 

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah 

keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk 

benar-benar menerapkan konsep e-government, bukan hanya sekedar 

mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip- 

prinsip e-government. Tanpa adanya unsur “political will” ini, mustahil 

berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat 

berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja 

berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungan 

implementasi program e-government yang efektif harus dimulai dari para 

pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para 

pembatunya-Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 

1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di 

sini juga bukanlah hanya pada perkataan semata, namun lebih jauh lagi 
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dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut: 

a. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses 

negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan 

prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. 

b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, 

waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 

membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral. 

c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar 

tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government 

(seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, 

ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya: kantor e-envoysebagai 

penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan 

swasta, dan lain sebagainya). 

d. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, 

konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 

khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye 

yang simpatik. 

 
2. Capacity 

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan 

atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e- 

governmentterkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak 

harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: 

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi 

inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya 

finansial. 

b. Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 

fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e- 

government. 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai 

dengan asas manfaat yang diharapkan. 
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Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat 

tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu 

dalam usahanya untuk menerapkan e-government, terlebih-lebih karena 

banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan 

pemerintah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu 

cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha 

kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara 

tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan 

(outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki dan lain sebagainya. 

 
3. Value 

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi 

pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e- 

government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa 

diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut dan dalam hal ini, 

yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e- 

government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan 

mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah 

harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government 

apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar 

memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh 

masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat akan 

berdampak mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin 

mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-government. 

 

Menurut Indrajit dalam Intansari (2017:15) produk pelayanan publik berbasis 

teknologi harus didorong dengan melakukan inovasi. Penggunaan internet 

masyarakat, pemerintah seharusnya mulai meninggalkan pelayanan konvensional 

yang terkenal dengan antri, lama dan berbelit-belit. Keuntungan inovasi berbasis 

teknologi bagi pemerintah adalah: 

1. Efisiensi biaya dan waktu, misalkan pelayanan konvensional menggunakan 

ketas menjadi paperless dan durasi pelayanan menjadi ringkas, 
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2. Meningkatnya produktivitas, pelayanan yang meningkatkan output dan jumlah 

pengguna pelayanan, 

3. Media promosi pemerintah, sebagai sarana mensosialisasikan kinerja dan 

program pemerintah, 

4. Mengembalikan trust society. Dengan meningkatnya indeks kepuasan 

masyarakat maka masyarakat menjadi percaya kepada pemerintah. 

 

Sementara bagi masyarakat, keuntungan inovasi berbasis teknologi meliputi: 

1. Menghemat biaya dan waktu, tidak perlu datang langsung ke tempat pelayanan, 

2. Tidak perlu antri/tidak berbelit-belit, semua prosedur dan dokumen bisa 

diproses secara online, 

3. Akses cepat dan tepat, adanya peringkasan prosedur konvensional karena sudah 

berbasis online, 

4. Kepastian informasi. Informasi yang diberikan bersifat resmi dan informatif. 
Menurut Indrajit dalam Intansari (2017:15) akses e-government perlu 

memanfaatkan media sosial sebagai jalur akses. Pendekatan ini sebagai bentuk 

komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Ada esensi yang terdapat dalam 

pelaksanaan e-government ini, yaitu : 

1. Mendukung pelaksanaan good governance, salah satu prinsipnya menurut 

UNDP adalah adanya transparansi baik penggunaan anggaran maupun kegiatan 

pembangunan, 

2. Mengundang partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi maupun 

pengawasan pembangunan. Diharapkan adanya feedback dari masyarakat 

terhadap informasi yang diberikan pemerintah sebagai bentuk pengawasan 

pembangunan, 

3. Mengembalikan trust society kepada pemerintah.kesinambungan keterbukaan 

informasi publik, maka masyarakat akan percaya terhadap pemerintah yang 

terbuka. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan perpaduan antara ketiga 

elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah pusat syaraf jaringan e- 

government yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan atau 

dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi 
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fokus sebuah pemerintah yaitu berusaha menerapkan konsep e-government 

beradadi luar area tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan 

tinggi. 

 

 
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor 

 

1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor”. Sedangkan kendaraan 

bermotor ialah “Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya 

yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan 

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah 

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 

yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat berat yang bergerak”. 

 

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk golongan pajak langsung dan merupakan 

pajak local (daerah).Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh pemerintah 

sebagai pajak negara termasuk dalam sumber pendapatan yang diserahkan 

pada daerah.Penyerahan ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepala Daerah.Sebagai salah 

satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara pemerintah 

Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30% sedangkan Pemerintah 

Provinsi menerima 70%.Kemudian 10% merupakan hasil penerimaan PKB 

paling sedikit yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, yang selanjutnya 

dialokasikan untuk pembagunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan 

modal dan sarana transportasi umum. Saat ini pemungutan pajak didasarkan 

pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 

 

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2019 pada pasal 4. Subjek Pajak Kendaaan Bermotor adalah 
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orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan 

Bermotor, sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi 

atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini Wajib Pajak 

Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan 

tersebut. 

 

3. Masa Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasan 

semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis 

jalan darat, dan digerakan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- 

alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan 

motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air.Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan adalah pajak 

rutin yang harus dibayarkan setiap lima tahun sekali. Pajak ini ditandai dengan 

pergantian pelat nomor kendaraan dan STNK. Khusus PKB lima tahunan, 

setiap wajib pajak harus datang ke kantor SAMSAT untuk melakukan 

pembayaran. Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang 

merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. Pajak kendaraan 

bermotor yang karena suatu hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, maka 

dapat dilakukan restitusi. 

 

4. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

Kendaraan bermotor menurut Samudra (2015) adalah semua kendaraan beroda 

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat- 

alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

Sedangkan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan 

kendaraan bermotor. Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi 
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atau institusi yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak 

kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas kendaraan bermotor. 

 

Pelayanan fiskus harus ditingkatkan lebih baik lagi untuk menghilangkan 

stigma negatif terhadap fiskus dan supaya wajib pajak lebih nyaman di dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Masinambow (2013), 

pelayanan adalah cara seseorang dalam membantu seseorang mengurus segala 

keperluan yang dibutuhkan orang tersebut, sedangkan fiskus merupakan 

petugas pajak, sehingga pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai hal-hal 

yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu wajib pajak mengurus 

segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2012) mengatakan bahwa 

fiskus merupakan sumber daya manusia yang membentuk kepuasan wajib 

pajak akan pelayanan yang diberikannya. Oleh karena itu pelaksanaan 

pelayanan fiskus harus diterapkan secara efektif dan efisien. Jika pelayanan 

fiskus yang diberikan maksimal, maka kepatuhan wajib pajak juga akan 

meningkat. 

 

2.5 Kepuasan Pengguna 

 
Kepuasan pengguna adalah perasaan senang ataukecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap harapan 

mereka (Kotler dan Keller, 2014). 

 

Gerson (2004) mendefinisikan kepuasasan pengguna sebagai persepsi bahwa 

harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. Pengguna yang puas akan melakukan 

bisnis yang lebih banyak sepanjang waktu dan membeli lebih sering, mereka juga 

akan merekomendasikan produk perusahaan kepada teman-temannya. 

 

Supriyatna dan Jin (2006) menyebutkan bahwa kepuasan pengguna sistem 

informasi dapat diukur dengan menggunakan enam variabel, yaitu kelengkapan 

fungsi/fitur, stabilitas/keandalan, kemudahan pengguna, inovasi, keamanan 

mengatakan tanggapan suatu produk atau jasa dan fleksibilitas. 
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Kepuasan pengguna diperjelas oleh Sulastiyono dalam Yogi (2012) merumuskan 

kepuasan pengguna dan membandingkan antara harapan dan kenyataan sebagai 

berikut: jika harapan< kenyataan maka sangat puas, jika harapan = kenyataan 

maka puas dan Jika harapan > kenyataan maka tidak puas. 

 

2.6 End User Satisfaction (EUCS) 

 
End User Computing Satisfaction (EUCS) adalah metode untuk mengukur tingkat 

kepuasan dari pengguna suatu sistem informasi dengan membandingkan antara 

harapan dan kenyataan. Definisi End User Computing Satisfaction dari sebuah 

sistem informasi adalah evaluasi secara keseluruhan dari para pengguna sistem 

informasi yang berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem 

tersebut. Model evaluasi EUCS ini dikembangkan olehDoll & Torkzadeh, (1988). 

Evaluasi dengan menggunakan model ini lebih menekankan kepuasanpengguna 

akhir terhadap aspek teknologi, dengan menilai isi, keakuratan, format, waktu dan 

kemudahan penggunaan dari sistem. Berikut adalah penjelasan dari tiap dimensi 

yang diukur dengan metode End User Computing Satisfaction menurut Doll & 

Torkzadeh dalam Koeswoyo (2006). 

 

1. Dimensi Content 

 
Dimensi content mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi 

dari suatu sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul 

yang dapat digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang 

dihasilkan oleh sistem. Dimensi content juga mengukur apakah sistem 

menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Semakin lengkap modul dan informasi yang diberikan sistem maka 

tingkat kepuasan dari pengguna akan semakin tinggi. 

 

2. Dimensi Accuracy 

 
Dimensi Accuracy mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data 

ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. 

Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem 

menghasilkan output yang salah ketika mengolah input dari pengguna, 
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selain itu dapat dilihat pula seberapa sering terjadi error atau kesalahan 

dalam proses pengolahan data. 

 

3. Dimensi Format 

 
Dimensi format mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan 

estetika antar muka sistem, format laporan atau informasi yang dihasilkan 

oleh sistem apakah antarmuka dari sistem itu menarik dan apakah tampilan 

dari sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem sehingga 

secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas dari 

pengguna. 

 

4. Dimensi Ease of Use 

 
Dimensi Ease of Use mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan 

pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem seperti proses 

memasukkan data, mengolah data dan mencari informasi yang dibutuhkan. 

 

5. Dimensi Timeliness 

 
Dimensi Timeliness mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan 

waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu dapat 

dikategorikan sebagai sistem real-time, berarti setiap permintaan atau input 

yang dilakukan oleh pengguna akan langsung diproses dan output akan 

ditampilkan secara cepat tanpa harus menunggu lama. 

 

2.7 E-Samsat 

 
1. Informasi E-Samsat 

 

E-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, 

pembayaran SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja) dan pengesahan STNK 

tahunan secara elektronik melalui channel Bank (ATM, Mobile Banking, dan 

internet banking). Untuk pengesahan secara elektronik dan pengambilan 

STNK asli dapat ditukarkan dengan struk ATM tersebut ke kantor Samsat 
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wilayah pemilik kendaraan bermotor. E-Samsat dibuat karena adanya 

Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem 

administrasi Manunggal Satu Atap kendaraan bermotor yang menyatakan 

bahwa peningkatan kualitas pelayanan samsat adalah salah satunya dengan 

membentuk E-Samsat).Layanan E-Samsat ini diharapkan dapat menekan 

tunggakan pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh keterbatasan waltu 

serta tenaga ataupun ketidakeektifan pelayanan pada pembayaran manual. 

Apabila tunggakan pajak menurun maka jumlah pokok penerimaan pajak 

kendaraan bermotor akan meningkat. 

 
2. Manfaat E-Samsat 

 

Manfaat dari teknologi E-Samsat ini adalah: 

a. Prosedur pelayanan yang sederhanan karena dapat dilaksanakan dan 

diaksesmelalu mesin ATM maupun chanel bank yang telah bekerjasama. 

b. Adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan 

c. Berkualitas dengan memanfaatkan informasi dan transaksi elektronik 

d. Proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman 

dankepastian hukum. 

Wajib pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat (Bapenda, 2016). 

 

3. Persyaratan E-Samsat 
 

Persyaratan yang diperlukan untuk dapat menggunakan E-Samsat: 

a. Wajib pajak yang akan melakukan perpanjangan STNK melalui E-Samsat 

harus memiliki data NIK yang sama antara data pada kendaraan dan data 

pada Bank yang bekerja sama dengan Samsat 

b. Kendaraan tidak dalam status blokir polisi/ blokir data kepemilikan 

c. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan pengesahan STNK 

tahunan 

d. Pajak kendaraan yang akan dibayar belum memasuki masa jatuh tempo 

dan tidak memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih 

e. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan 

denganpenggantian STNK 5 tahun 
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f. Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 hari sebelum jatuh tempo 

 

4. Tata cara pembayaran E-Samsat melalui Bank 
 

Berikut tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Bank: 

a. Masukan kartu ATM Bank, pilih bahasa yang akan digunakan 

b. Pilih tombol lanjutkan 

c. Masukan Personal Identification Number (PIN) 

d. Pilih menu utama 

e. Pilih menu pembayaran 

f. Pilih menu PKB/STNK 

g. Pilih menu E-Samsat 

h. Masukan nomor polisi kendaraan yang akan dibayarkan dengan data 

NIK yangsesuai dengan NIK pada e-KTP milik wajib pajak 

i. Masukan kode alfabeth yang ada pada STNK misalnya B 1230 TFG. 

Maka alfabeth ini akan diterjemahkan kedalam kode alfabeth dalam 

bentuk angka, maka TFG diubah menjadi 201607. 

j. Maka akan ditampilan informasi pembayaran, kemudian pilih lanjut 

k. Transaksi selesai dilakukan, mesin ATM akan mencetak bukti 

pembayaran 

 

Bukti pembayaran ini adalah bukti yang sah bahwa waib pajak telah 

melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, bukti ini 

juga digunakan untuk penukaran Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak 

Kendaraan Bermotor/BBNKB dan SWDJKLLJ asli. Waktu yang diberikan 

untuk penukaran setelah pembayaran adalah satu minggu. Samsat juga bekerja 

sama pada beberapa Bank selain Bank yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, 

Bank Bukopin dan Maybank. E-Samsat juga dapat dilakukan melalui aplikasi 

Samolnas (Samsat Online Nasional). 
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2.8 Kerangka Pikir 
 

Mengukur efektivitas merupakan suatu hal yang tidak mudah dan sederhana, karena 

efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung kepada siapa 

yang menilai dan menginterprestasikannya. Pada tingkat efektivitas juga dapat 

diukur dengan membandingkan suatu rencana yang telah ditentukan dengan hasil 

nyata yang telah terwujud. Jika suatu usaha atau hasil pekerjaan serta tindakan yang 

dilakukan telah tidak tepat sesuai dengan tujuan dan tidak tercapainya tujuan atau 

sasaran yang telah dietetapkan, maka hal tersebut bisa dikatakan tidak efektif. 

 

Ukuran efektivitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu 

program pelayanan publik yang dilaksanakan dalam Pelayanan Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Samsat oleh Kantor 

Samsat Rajabasa Bandar Lampung. Samsat merupakan singkatan dari Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap yang dibentuk untuk memperlancar serta 

mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu 

gedung. Aplikasi E-Samsat merupakan alternatif layanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor, pembayaran SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja) dan 

pengesahan STNK tahunan secara elektronik melalui channel Bank (ATM, Mobile 

Banking, dan internet banking). Berdasarkan uraian pada permasalahan dan 

landasan teori yang telah disebutkan di atas, maka diringkaskan dalam gambar 

kerangka pikir seperti di bawah ini. 
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1. Mendeskripsikan mendalam tentang efektivitas dari program pelayanan 
pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital 

 

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam program 

pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi E- 

Samsat di Provinsi Lampung. 

 

 

 
 

 
 

Sumber: Diolah Peneliti (2023) 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 

 
Indikator Efektivitas Pelayanan Publik Menurut 

Campbell (2009) 

1. Keberhasilan Program 

2. Keberhasilan Sasaran 

3. Kepuasan 

4. Input dan Output 

5. Pencapaian Tujuan 

Kantor Samsat Provinsi 

Lampung memberikan 

inovasi pelayanan berbasis 

digital melalui aplikasi E- 

Samsat 

Dalam rangka implementasi penerapan e-government serta upaya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 

menggunakan metode kualitatif dalam menggambarkan efektivitas pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital melalui aplikasi E-Samsat 

di Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung Provinsi Lampung. Adapun yang 

dimaksud dengan metode penelitian deskriptif ialah menggambarkan sebuah 

fenomena ataupun kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan, 

yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif ialah penelitian menggambarkan 

sebuah fenomena yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan data yang 

dihasilkan akan berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang 

dapat diamati, seperti yang disebutkan oleh Bodgan dan Taylor dalam Moleong 

(2017:4). Penelitian kualitatif dijelaskan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong 

(2017:4) sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya 

maupun dalam peristilahannya.Adapun data yang dikumpulkan nantinya ialah 

berupa hasil wawancara dengan infroman atau narasumber yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan tentang hal yang berkaitan dengan rumusan masalah 

penelitian. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi 

sosial. Fokus penelitian merupakan konsep utama dalam suatu penelitian ilmiah. 

Penentuan fokus berdasar pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh 

dari lapangan. Pada dasarnya, penentuan masalah bergantung pada paradigma 

apakah yang dianut oleh seorang peneliti, seperti yang disebutkan oleh Lincoln 

dan Guba dalam Moleong (2017 :93). 

Fokus dalam penelitian ini yaitu efektivitas pelayanan pembayaran pajak 

kendaraanbermotor berbasis digital melalui aplikasi E-Samsat di Kantor Samsat 

Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan indikator-indikator untuk menentukan 
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efektivitas pelayanan publik menurut Campbell meliputi: 

1. Keberhasilan program 

Keberhasilan suatu program tergantung bagaimana program tersebut dapat 

diimplementasikan dan digunakan dengan tepat. Secara spesifik keberhasilan 

program disini kemudahan dalam pengoperasiannya, dimana keberhasilan 

program ini, meliputi komponen yang berkaitan dengan sistem yang 

dijalankan. 

2. Keberhasilan sasaran 

 

Keberhasilan sasaran dalam penelitian ini adalah efektivitas, ditinjau dari 

sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek 

sasaran, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran 

dalam program aplikasi e-samsat dari samsat untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Yang mana hal ini keberhasilan sasaran berperan sebagai 

pembanding atas pencapaian sebelum dan setelah program e-samsat 

dijalankan dengan melihat pencapaian atau realisasi penerimaan pajak pada 

priode sebelumnya. 

3. Kepuasan 

 

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan 

program dalam memenuhi masyarakat wajib pajak. Kepuasan dirasakan oleh 

para pengguna terhadap e-samsat. Semakin berkualitas yang diberikan maka 

kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat 

menimbulkan keuntungan bagi lembaga. 

4. Input dan output 

 

Tingkat input dan output pada layanan aplikasi e-samsat meliputi komponen 

yang berkaitan dengan proses pelaksanaan layanan e-samsat dan keberhasilan 

dari proses tersebut 

Input : segala sesuatu yang masuk kedalam sistem. Input dapat diartikan 

sebagai dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan 

berdasarkan apa yang direncanakan yang berpegaruh pada hasil. Input yang 

ada dapat dilihat dari fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh instansi terkait 
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seperti ruang server, material berupa data-data yang diperlukan yang nantinya 

akan diolah menjadi sebuah informasi. Peralatan dinilai sangat penting karena 

untuk memenuhi kebutuhan intansi terutama dalam memberi informasi 

pelayanan perijinan melalui website. 

Output : Adalah komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk 

keluaran yang dihasil oleh komponen pengolahan. Hasil berupa kuantitas atau 

bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi berdasarkan anggaran yang 

sudah di keluarkan. Hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa 

yang dihasilkan berupa layanan prima yang diberikan oleh instansi terkail. 

Output dalam aplikasi e-samsat ini terbagi menjadi dua sub indikator yaitu 

capaian hasil efektifitas pada layanan e-samsat dan juga anggaran yang 

dikeluarkan atau dicapai. 

5. Pencapaian tujuan 

 

Sejauh mana efektivitas aplikasi e-samsat untuk mencapai tujuan. Dalam hal 

ini untuk melihat dalam keberhasilan dari suatu strategi yang dijalankan tidak 

cukup jika hanya dinilai dari segi keberhaslan sasan tersebut apakahkah 

berjalan baik atau tidak, namun keberhasilan ini juga harus dinilai dari segi 

pencapaian tujuan atas pelaksanan program yang dijalankan. Ini merupakan 

penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan 

penilaian umum efektivitas program. 

 
 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan oleh peneliti 

agar mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak 

diteliti. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini antara lain: Kantor samsat 

Rajabasa Kota Bandar Lampung dari lokasi penelitian akan diperoleh narasumber 

yang dapat menjelaskan mengenai efektivitas pelayanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor berbasis digital melalui aplikasi E-Samsat di Kantor Samsat 

Rajabasa Bandar Lampung. 
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3.4 Sumber data 

Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian ialah berupa catatan dari 

kumpulanm fakta yang ada, yang dapat berbentuk kata, angka, dsb. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara penelitian 

dengan narasumber, dimana data ini harus diolah lagi. Data yang didapat oleh 

peneliti bersumber dari metode wawancara maupun hasil observasi dari 

lokasi penelitian. Wawancara yang dilakukan, telah ditentukan dengan 

adanya panduan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui, menganalisis 

tentang efektivitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis 

digital melalui aplikasi E-Samsat di Kantor Samsat Rajabasa Bandar 

Lampung Provinsi Lampung, yaitu dengan melakukan wawancara dengan 

pegawai BadanPendapatan Daerah Provinsi Lampung dan pegawai Ditlantas 

Polda Lampung di Kantor Samsat Kota Bandar Lampung, dan perwakilah 

wajib pajak. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sejumlah buku, catatan, 

artikel, laporan pemerintah, majalah, dan lain sebagainya sebagai teori. Data 

yang didapat tersebut, tidak perlu diolah lagi. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Perundangan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data kualitatif, biasanya bersifat tentatif karena 

penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang 

ingin diperoleh. Teknik itu sendiri dapat dilakukan dengan cara observasi,angket, 

wawancara maupun dokumentasi, berikut ini penjelasannya. 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan 

fenomena yang diselidiki.Sedangkan menurut pendapat Nasution dalam 

Sugiyono (2018:226) observasi dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 
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yang diperoleh melalui observasi.Terdapat dua komponen yang perlu 

dilibatkan dalam sebuah observasi, yaitu pelaku observasi (observer) dan 

objek yang diobservasi dengan menjabarkan penerapan efektivitas pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital melalui aplikasi E- 

Samsat di Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung Provinsi Lampung. 

Umumnya terdapat beberapa observasi yang dilakukan oleh seorang peneliti, 

antara lain : 

a. Melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas Pembebasan Denda Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Denda Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) di Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung. 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa 

berhadapan secara langsung dengan informan, akan tetapi dapat pula 

diberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab dikesempatan 

lain.Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu mendatangi 

langsung Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung guna mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian, yang dilakukan 

secara berstruktur dengan panduan wawancara.Berikut ini ialah pihak yang 

menjadi informan dalam penelitian ini : 

Tabel 3 Daftar Nama Informan 
 

No. Nama Jabatan 

1. Irfan Hermayadi, S.E.,M.T Kasi Penerimaan dan Penagihan 

Kantor Samsat Rajabasa 

2. Yudha Mahardika, S.T., 

M.M 

Kasi Pendataan dan Penetapan 

Kantor Samsat Rajabasa 

3. Andi Arafat, S.T., M.E Kasubbag Program Kantor Samsat 

Rajabasa 
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4. Yuliyana, S.T., M.M Kasubbag Tata Usaha Kantor Samsat 

Rajabasa 

6. Wajib Pajak Kantor Samsat Rajabasa Bandar lampung 

Sumber: data diolah (2021) 

 

3. Angket 

Angket digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pandangan 

kepuasan dan kemudahan wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi e- 

samsat pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan skala 

pengukuran instrument yang digunakan yaitu skala likert. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk menghimpun 

berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari 

dokumen- dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain 

tentang subjek, dapat berbentuk tulisan gambar/karya monumentasi dari 

seseorang yang merupakan pelengkap dari penggunaan observasi maupun 

wawancara dalam penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa dokumen yang berbentuk arsip-arsip yang dimiliki oleh 

Samsat Rajabasa Bandar Lampung. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:226) menyebutkan bahwa tujuan 

utama suatu penelitian harus diperoleh secara akurat dan objektif, dengan 

menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik yang dilakukan berupa 

analisis konteks dan telaah Pustaka, serta analisis pertanyaan berdasarkan hasil 

wawancara dengan infroman.Penelitian ini sendiri mengacu pada beberapa 

tahapan teknik analisis data, antara lain : 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, 

menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada 

catatanlapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang 

telah didapatkan.Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, 
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ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. 

Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola 

mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan 

dibuang.Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan 

wawancara dan observasi langsung terhadap efektivitas pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital melalui aplikasi E- 

Samsat di KantorSamsat Rajabasa Bandar Lampung Provinsi Lampung. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambar secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.Batasan yang diberikan 

dalam penyajian data adalah sekumpulan informan yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan 

dilakukan dengan teks naratif, foto dan gambar sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara 

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahapanpengumpulan data selanjutnya.Penelitian ini mengambil intisari dari 

rangkaian hasil penelitian berdasarkan jenis data primer dan sekunder 

sehingga diperoleh jawaban tentang penerapan setelah adanya efektivitas 

pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis digital melalui 

aplikasi E-Samsat di Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung Provinsi 

Lampung. 

 
 

Gambaran teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, didasarkan 

pada model komponen analisis seperti yang terlihat pada bagan berikut ini. 
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Sumber: Miles & Hubermandalam Sugiyono (2018:226) 

 
Gambar 2 Komponen dalam analisis data 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data.Pemeriksaan 

terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik yang 

dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, selain itu 

sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. 

Sugiyono (2018:267) menyebutkan bahwa teknik keabsahan data merupakan 

standar validitas yang diperoleh. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi : 

 
1. Triangulasi 

Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk 

menentukan sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada 

sebuah penelitian, dalam penelitian ini menggunakan tringulasi sumber. 

Tringulasi sumber yaitu membadingkan mengecek ulang derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa 

yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 

membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan 

secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

Kondensasi 

Data 

Penyajian 

Data 

Penarikan 

Kesimpulan 



32 
 

 

 

 
 

2. Member Check 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan terhadap data yang sudah 

diperoleh dari pemberian data, apakah data yang diberikan oleh pemberi data 

sudah memenuhi kebenaran atau valid. Data yang diperoleh peneliti harus 

sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemberi data guna keabsahan 

data dalam penelitian. 



 
 

 

 

 

 

 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang “Efektivitas 

Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Digital Melalui 

Aplikasi E-Samsat (Studi Kasus di Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung)” 

maka simpulannya ialah sebagai berikut. 

1. Efektivitas E-Samsat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor pada Kantor Samsat Rajabasa Kota Bandar Lampung 

dikategorikan Belum Efektif, itu artinya sebagian dari indikator masih 

belum terlaksanakan secara maksimal, dikarenakan masih banyaknya 

kekurangan seperti pada bagian proses output, outcome dan produktivitas 

yang belum sesuai harapan masyarakat. Aplikasi E-Samsat dinilai belum 

efektif dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan motor 

karena sebagian masyarakat mengaku justru lebih nyaman membayar 

secara konvensional dibandingkan menggunakan aplikasi yang memiliki 

sisi kelemahan mulai dari aplikasi E-Samsat yang servernya terkadang 

error dan belum tersedia untuk IOS. Terlepas dari berbagai isu dan 

masalah internal dari aplikasi ini yang terbilang masih baru, aplikasi E- 

Samsat ini pada dasarnya tetap mendapatkan apresiasi sebagai wujud nyata 

inovasi pemerintah dalam mewujudkan e-goverment dan good governance 

demi memangkas birokrasi dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, 

sehingga dinilai dapat menjadi salah satu potensi besar dalam 

meningkatkan 

2. Faktor penghambat serta pendukung dalam program pelayanan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor berbasis digital adalah: 

a. Faktor pendukung utama adalah kemudahan penggunaan dan integrasi 

data. Kemudahan akses dan penggunaan melalui platform online 

memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam melakukan pembayaran 
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dari mana saja dan kapan saja. Integrasi data memungkinkan pengelolaan 

informasi kendaraan dan pembayaran pajak secara terpusat, meningkatkan 

efisiensi dan mengurangi kesalahan administrasi. 

b. Namun, terdapat faktor penghambat yang perlu diatasi. Kurangnya edukasi 

kepada masyarakat mengenai program E-Samsat menyebabkan rendahnya 

kesadaran dan pemahaman terhadap manfaat yang ditawarkan. Selain itu, 

ketidakfahaman teknologi dan ketakutan terhadap transaksi online juga 

menjadi penghambat adopsi program ini. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran berikut: 

1. Lakukan Edukasi yang Intensif: Penting untuk mengadakan kampanye 

edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai program E-Samsat. 

Informasikan manfaat dan kemudahan penggunaan program ini, serta 

berikan panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakan 

platform secara efektif. Melibatkan pemerintah daerah, lembaga 

pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menyebarkan informasi 

dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. 

2. Peningkatan Literasi Digital: Tingkatkan literasi digital di kalangan 

masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan atau workshop. Fokus 

pada peningkatan pemahaman teknologi digital, keamanan transaksi 

online, dan manfaat penggunaan program E-Samsat. Dengan memperkuat 

pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi, mereka 

akan lebih cenderung mengadopsi program ini. 

3. Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Bentuk kemitraan dengan perusahaan 

teknologi atau lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan program 

E-Samsat. Dengan melibatkan pihak swasta, program ini dapat 

menjangkau lebih banyak pengguna potensial dan mendapatkan dukungan 

dalam hal teknologi, keamanan, dan pemasaran. Pihak swasta juga dapat 

membantu mengembangkan fitur-fitur baru yang lebih menarik bagi 

pengguna. 
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